
2.3.1. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Tata 

Kelola Pemerintahan  

Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja 

Utama tujuan pembangunan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola 

Pemerintahan yang merupakan penjabaran dari Misi I menempatkan 

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai Indikator Kinerja Utama.  

Capaian Misi I Kabupaten Sekadau yakni Meningkatkan 

Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan berkualitas 

dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang 

direpresentasikan melalui IKU Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)  yang 

sampai pada saat penyusunan belum di rilis oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan 

Reformasi Birokrasi diukur dengan Sembilan  Indikator sasaran dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.3.1.1  

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

Indikator Tujuan/Sasaran 
  Tahun 2021 

Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks CC n/a n/a 

            

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya integritas dan budaya kinerja Aparatur 

1 
Nilai manajemen perubahan (Indeks Kepemimpinan 
perubahan) 

Nilai 
3,03 

2 66,01% 

            

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penataan peraturan perundang-undangan di daerah 

1 
Nilai Peraturan Perundang-undangan (Indeks Reformasi 
Hukum, indeks kebijakan) 

Nilai 
4,3 

4,05 94,19% 

            

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penataan Kapasitas Organisasi 

1 
Nilai Penataan dan Penugasan Organisasi (Indeks 
Kelembagaan) 

Nilai 
5,5 

4,09 74,36% 

            

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penataan tatalaksana Pemerintahan daerah 



1 

Nilai Penataan tatalaksana (Indeks SPBE, Indeks 
Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengawasan Kearsipan, 
Indeks Pemerintah Daerah, Indeks  Pengelolaan Aset) 

Nilai 

6,96 

3,82 54,89% 

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Penataan SDM Aparatur 

1 
Nilai penataan sistem manajemen SDM (Indeks Merit 
System,Indeks Profesionalitas ASN,Indeks tatakelola 
Manajemen ASN) 

Nilai 

4,63 

4,24 91,58% 

            

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas  Pemerintah Daerah 

1 
Penguatan Akuntabilitas (Indeks Perencanaan, Nilai 
SAKIP) 

Nilai 
12,35 

12,06 97,65% 

            

Sasaran Strategis 7 : Menurunya Temuan Hasil Pemeriksaan 

1 
Nilai Pengawasan (Kapabilitas APIP, Maturitas 
SPIP,Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, 
Opini BPK) 

Nilai 

5,19 

3,32 63,97% 

            

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

1 
Nilai peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Indeks 
Pelayanan Publik, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat) 

Nilai 

14,07 

5,26 37,38% 

            

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Kab Sekadau 

1 
Persentase  Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-
el) 

% 
96 

96 100,00% 

2 
Banyaknya jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan 
data kependudukan dan dokumen kependudukan 
pertahun 

Jumlah 

1 

1 100,00% 

 

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh Tim PMPRB 

Kabupaten. Hasil penilaian Tim PMPRB Kabupaten yang sudah 

ditetapkan dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, 

kemudian dilakukan penilaian / dievaluasi oleh Tim Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi / penilaiaan Tim PMPRB pada 

tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sekadau sebesar 

53.37 persen, sedangkan hasil evaluasi / penilaian Tim Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia.  



Untuk capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021 belum 

dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, pencapaian kinerja reformasi birokrasi target 

didukung oleh :  

a. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah 

dilakukan yaitu menyusun roadmap, coaching dan asistensi 

pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program reformasi 

birokrasi;  

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam melakukan reformasi 

birokrasi antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, 

tepat, prima, dan transparan kepada masyarakat serta 

meningkatkan juga taraf kehidupan aparaturnya;  

c. Indikator-indikator sasarannya yang telah dilakukan adalah bebas 

kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan 

peningkatan kinerja.  

Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan:  

a. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah 

memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- 

undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;  

b. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu 

akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks 

atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua 

transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang 

dan piutang. 

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan Pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa salah satu sasarannya adalah 

meningkatnya akuntabitas, baik akuntabilitas kinerja maupun 

akuntabilitas keuangan.  Akuntabilitas keuangan telah memperoleh 



predikat Opini BPK  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam 

tahun terakhir berturut-turut 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau 

disingkat dengan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah.. 

Berdasarkan  tabel di atas, target Kinerja tahun 2020 ditarget 

kan dengan predikat BB. Dari hasil evaluasi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Kabupaten Sekadau Tahun 2019 berdasarkan Surat kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/535/AA.05/2019 tanggal 

30 Desember 2019 dengan Predikat B  atau dengan nilai 61,04. Untuk 

realisasi pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara belum merilis hasil 

evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sekadau 

untuk tahun 2020, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian capaian 

kinerja untuk indikator kinerja utama SAKIP kabupaten 

  



Tabel 2.3.1.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

 

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung peningkatan Kualitas Tata kelola 

pemerintahan  cukup tinggi mancapai 97 % dari target anggaran yang 

tersedia. Dengan tingkat efisiensi sebesar 103,27 %  

  



Tabel 2.3.1.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target 

Akhir RPJMD 

 

  



 

2.3.2. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 Meningkatkan derajat kualitas 

sumber daya manusia 

 

Capaian Misi 2 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan 

Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia yang 

direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia 

mencapai kinerja yang cukup baik yakni sebesar 64,93 dari target 

sebesar 64,76 dengan capaian 100.3%. Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Sekadau pada tahun 2021 mencapai 64,93, meningkat 0,17 poin 

(0,26 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (64,76). 

Selama 2010-2021, IPM Sekadau rata-rata meningkat sebesar 0,83 

persen. 

Tabel 2.3.2.1 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 64,76 64,93 100,26% 

            

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

1 Angka Harapan Hidup Angka 71,84 72,05 100,29% 

            

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kualitas Pemuda 

1 Indeks Pembangunan pemuda Indeks n/a n/a n/a 

            

Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya prestasi keolahragaan 

1 Indeks pembangunan keolahragaan Indeks 35,71 14,67 41,08% 

            

Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 

1 Harapan Lama Sekolah  Tahun 11,9 11,89 99,92% 

2 Rata-rata lama sekolah Tahun 6,86 6,85 99,85% 

            

Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat 

1 Pengeluaran Penduduk Per Kapita Juta Rp. 7. 434 7,462 110,79% 

            

Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender 

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 83,87 82,92 98,87% 



 

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik 

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup 

layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya 

didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup 

sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup 

layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang 

diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang 

disesuaikan) meningkat 0,38 persen. Pada dimensi pendidikan, pada 

tahun 2021 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama 

sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 11,89 tahun, 

atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan 

pendidikan hingga setingkat kelas 3 SMA. Angka ini meningkat 0,01 

tahun dibanding tahun 2020 yang mencapai 11,88 tahun. Sementara 

itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas 

meningkat 0,02 tahun menjadi 6,85 tahun pada tahun 2021.  Pada 

dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 

2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,05 tahun, lebih 

lama 0,21 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 

sebelumnya. 

Pembangunan manusia di Sekadau terus mengalami 

kemajuan. Selama 2010-2021, IPM Sekadau rata-rata meningkat 

sebesar 0,81 persen per tahun dari 59,42 pada tahun 2010 menjadi 

64,93 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 

2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Sekadau sudah 

kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja 

ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran riil 

per kapita (yang disesuaikan). Capaian IPM tahun 2021 yang 

meningkat 0,17 poin di tahun 2021 didukung oleh peningkatan 

semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan tahun 2020 

yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per 

kapita yang disesuaikan. Perubahan IPM selama satu dekade terlihat 



dari Gambar berikut, sedangkan perubahan komponen penyusunnya 

dapat terlihat dari Tabel berikut 

 

Gambar 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sekadau 

Menurut Komponen, 2019- 2021 

Tabel 2.3.2.2 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sekadau Menurut Komponen, 

2019-2021 

Komponen Satuan 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Umur Harapan Hidup saat 
Lahir (UHH)  

Tahun  71,65 71,84 72,05 

Harapan Lama Sekolah 

(HLS)  

Tahun  11,57 11,88 11,89 

Rata-rata Lama Sekolah 
(RLS)  

Tahun  6,60 6,83 6,85 

Pengeluaran per Kapita 

yang disesuaikan (PPP)  

Rp 000  7.640 7.434 7.462 

IPM   64,34 64,76 64,93 

 

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang 

merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, 

UHH telah meningkat sebesar 1,37 tahun atau rata-rata tumbuh 

64.34

64.76

64.93

2019 2020 2021

IPM



sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan 

Hidup saat lahir di Sekadau adalah 70,68 tahun, dan pada tahun 

2021 mencapai 72,05 tahun. 

 

Gambar 2. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Sekadau, 2010-2021 

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, 

yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas 

dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. 

Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski pada 

saat pandemi COVID-19 mengalami sedikit perlambatan. Selama 

periode 2010 hingga 2021, HLS Sekadau rata-rata meningkat 1,33 

persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,70 persen per tahun. 

 

Gambar 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) Sekadau, 2010-2021 

Berdasarkan data yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Sekadau Tahun 2021-2026, kondisi awal tahun perencanaan sebesar 

71.65

71.84

72.05

2019 2020 2021

11.57 11.88 11.89

6.60 6.83 6.85

2019 2020 2021

Harapan Lama Sekolah

Rata - Rata Lama Sekolah



71,84. Pada tahun  pertama yaitu tahun 2021 nilai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terealisasi sebesar 64,93, dengan 

demikian capaian kinerja pada indikator tersebut masih perlu 

peningkatan pada 6 (enam) sasaran penunjang Indikator Kinerja 

Utama tersebut. 

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Kabupaten Sekadau tahun 2021 adalah sebesar 98,86 persen atau 

berkinerja baik, target indeks Pembangunan Gender sebesar 83.87 

dan terealisasi sebesar 82.92. 

Sebagai Langkah dan inovasi untuk meningkatkan Indeks 

Pembangunan Gender (IDG) yaitu :  

a. Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung 

yang meliputi pencapaian kemampuan dasar pembangunan 

manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan yang 

melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan 

terkait dengan BPS provinsi;  

b. Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan 

bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus 

rumahtangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan 

keluarga;  

c. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan 

ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat;  

d. Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang 

pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga  

e. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan 

dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral. 

  



Tabel 2.3.2.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung meningkatkan derajat kualitas  sumberdaya 

manusia mencapai 73% dari target anggaran yang tersedia. Dengan 

tingkat efisiensi sebesar 136,98 % . 

 

  



Tabel 2.3.2.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir 

RPJMD 

 

 

2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Meningkatkan Ketersediaan dan 

Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup 

Capaian Misi 3 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan 

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta 

Kualitas Lingkungan Hidup yang direpresentasikan melalui IKU 

Indeks Infrastruktur  dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan  

tujuh sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut : 

Tabel 2.3.3.1 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 3  : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan 
Hidup 

1. Indeks Infrastruktur Indeks 54,2     

            

Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Jalan  

1 
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan 
sedang 

% 
50,16 

50,16 100,0% 

            



Sasaran Strategis 17 :Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air  

1 
Jumlah rumah yang terakses air bersih Jumlah       

36.317      

2 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 59,64     

            

Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 

1 
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang 
didukung dengan PSU 

% 
61,4 

61,4 100,0% 

2 
Persentase   luasan pemukiman kumuh di kawasan 
Perkotaan 

% 
24 

4,13 17,2% 

            

Sasaran Strategis 19 : Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan 
Transportasi 

1 Rasio konektivitas Kabupaten/Kota % 65     

2 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota % 0,19     

            

Sasaran Strategis 20 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik 

1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik % 80 100 125,0% 

            

Sasaran Strategis 21 : Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman yang layak huni 

1 Cakupan   ketersediaan rumah layak huni % 80 88,97 111,2% 

            

Tujuan 3  :Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan 
Hidup 

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 63,93   0,0% 

            

Sasaran Strategis 22 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketaatan Rencana Tata Ruang 

1 Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 51 50 98,0% 

2 Indeks Kualitas udara (IKU) Indeks 94 97,09 103,3% 

3 Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL) Indeks 30,56 29,42 96,3% 

4 
Luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah 
kota/kawasan perkotaan 

% 
20 

    

 

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas 

Infrastruktur dan Aksesbilitas Pemerintah Daerah diukur dengan 

Indikator Kinerja Utama Yaitu Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik dan 

sedang,  dengan target 50,16 persen dengan realisasi sebesar 50,16 

persen dengan demikian capaian kinerja nya mencapa 100 persen. 

Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang 

dialokasikan dalam Anggaran daerah dan faktor panjang jalan 

kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.   



Disamping indikator Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik dan 

sedang,  dari tabel di atas dapat dilihat target cakupan lingkungan 

yang sehat dana man yang didukung dengan PSU  dengan target 61,4 

persen terealisasi sebesar 61,4 persen dengan capaian sebesar 100 

persen. Disamping itu persentase luasasn permukiman kumuh di 

kawasan perkotaan denagn target 24 persen terealisasi sebesar 4,13 % 

dengan capaian sebesar 17,21 persen. Capaian kinerja tersebut 

menunjukan bahwa pemerintah daerah yang cukup baik.  

Indikator lain yang menjadi alat ukur untuk Meningkatkan 

Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas 

Lingkungan Hidup yang menjadi sasaran strategis pemerintah daerah 

yakni Peningkatan pelayanan, konektifitas dan keselamatan jaringan 

transportasi dengan indicator Rasio konektifias kabupaten/ kota 

dengan target 65 persen dan V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota. 

Untuk indikator tersebut tidak dapat diukur capaian nya di sebakan 

karena tidak tersedianya data realisasi.  

Disamping itu, indikator lain yang menjadi alat ukur untuk 

Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Aksesbilitas Pemerintah 

Daerah yang menjadi sasaran strategis pemerintah daerah yakni 

Meningkatnya keterbukaan informasi public dengan indikator Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik  dengan target sebesar 80 persen dan 

terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 125 persen. 

Indikator lain yang menjadi alat ukur untuk Meningkatkan 

Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas 

Lingkungan Hidup dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas 

Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang diukur dengan Indikator 

Yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan 

hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak 

dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks 

Kualitas Air (IKA) : Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas 



Tutupan Lahan (IKTL), yang dapat dilihat pada tabel diatas. Capaian 

indikator Indek kualitas Air (IKA) dengan target 51 terealisasi sebesar 

50 dengan capaian 98 persen, dan indikator Indek kualitas Udara 

(IKU) dengan target 94 terealisasi sebesar 97,09 dengan capaian 103,3 

persen dan indikator Indek kualitas Tutupan Lahan  (IKL) dengan 

target 30,56 terealisasi sebesar 29,42 dengan capaian 96,3 persen.  

  



Tabel 2.3.3.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung Meningkatkan ketersediaan infrastruktur 



dasar serta kualitas lingkungan hidup  mencapai 97 % dari target 

anggaran yang tersedia.  

Tabel 2.3.3.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir 

RPJMD 

 

 



 

2.3.4. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4  Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat 

Capaian Misi 4 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan 

Meningkatkan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang 

direpresentasikan melalui IKU Pertumbuhan ekonomi, Angka 

Kemiskinan dan Indeks gini dengan  empat  sasaran strategis 

sebagaimana tertuang dalam tabel berikut : 

Tabel 2.3.4.1 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 4  : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

1 Pertumbuhan Ekonomi % 1,23 4,31 350,41% 

            

Sasaran Strategis 23 :Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 

1 
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

% 
3,88 

5,65 145,62% 

2 
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan besar dan 
eceran reparasi mobil dan sepeda motor 

% 
1,05 

3,75 357,14% 

3 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan % 1,52 3,68 242,11% 

4 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB % * n/a n/a 

5 
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Milyar 

Rp. 
328,27 

n/a n/a 

            

Sasaran Strategis 24 : Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM 

1 Presentase Pertumbuhan Koperasi dan UMKM % 2,07 3,58 172,95% 

            

Tujuan 4  :Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

2 Angka Kemiskinan % 5,67 6,26 110,41% 

            

Sasaran Strategis 25 : Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi 
Sosial Masyarakat 

1 Persentase Pemberdayaan Sosial % 20 0 0,00% 

2 
Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan 
Jaminan dan Rehabilitasi Sosial 

% 
39,18 

35 89,33% 

            

Tujuan 4  :Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

3 Indeks Gini Indeks 0,298 0,28 93,96% 

            

Sasaran Strategis 26 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk 



1 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Indeks 0,298 0,28 93,96% 

 

Kinerja perekonomian Kabupaten Sekadau tahun 2021 bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan oleh 

pertumbuhan PDRB Atas Dasar  Harga Konstan Tahun 2010, yang 

mengalami perbaikan. Pada Tahun 2020 mengalamai kontraksi 

sebesar 0,98 persen. Pada Tahun 2021 naik menjadi sebesar 4,31 

persen. Kinerja perekonomian ini mengalami kenaikan dibandingakan 

dengan dengan kondisi tahun – tahun sebelumnya yang sempat 

tumbuh sebesar 5,45 persen. Hal ini tidak terlepas dari dampak 

pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. 

Laju pertumbuhan PDRB yang mengalami perlambatan pada 

tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 ternyata juga terjadi 

pada mayoritas lapangan usaha (sector ekonomi). Namun demikian, 

terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami perecepatan 

pertumbuha ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi 

tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 10,94 

persen, diikuti lapangan usaha Informasi dan komunikasi dengan 

pertumbuhan sebesar 8,26 persen dan lapangan usaha pengadaan 

listrik dan gas dengan pertumbuhan sebesar 7,65 persen. KOnsdisi 

normal baru sejak adanya pandemi COVID-19 membuat permintaan 

akan jasa kesehatan meningkat. Penerapan work from home dan 

school from home diduga juga meningkatkan permintaan akan produk 

– produk informasi dan komunikasi. Selain itu, dengan semakin 

lamanya durasi seseorang berada dalam rumah ketika masa pandemi, 

penggunaan listrik pun juga semakin meningkat. 

Bila dicermati lebih lanjut dari penciptan sumber 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2021, 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan memiliki 

sumber pertumbuhan sebesar 5,65 persen, diikuti dengan lapangan 

usaha Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobi dan sepeda 



motor sebesar 3,75 persen dan diikuti lapangan usaha industry 

pengolahan sebesar 3,68 persen.Ditenganh masa pandemi ini, 

lapangan usaha yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Sekadau Thun 2021 mengalami perbaikan dari tahun – 

tahun sebelumnya. 

Dari data analisis oleh BPS Kabupaten Sekadau 

pertumbuhan ekonomi menurut komponen pengeluaran, dua 

komponen yang memiliki andil paling besar bagi pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 adalam komponen 

impr dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,24 persen dan 

komponen konsumsi pemerintah dengan sumber pertumbuhan 

sebesar 0,11 persen. Komponen tersebut belumpernah menjadi 

penyumbang terbesar pada sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Sekadau pada tahun – tahun sebelumnya. 

Struktur Ekonomi Kabupaten Sekadau menurut Lapangan 

Usaha pada tahun 2020 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan dengan besaran kontribusi sebesar 39,77 

persen, kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 

sebesar 12,90 persen dan Lapangan Usaha Kontstruksi sebagai 

contributor terbesar ketiga yakni dengan kontribusi sebesar 11,89 

persen. 

Jika PDRB menurut lapangan usaha dapat menggambarkan 

besaran Nilai Tambah yang diciptakan dalam ruang lingkup regional, 

serta menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan kontribusi 

sectoral, PDRB menurut pengeluaran menggambarkan struktur 

perekonomian regional berdasarkan permnitaan akhir tiap komponen 

dalam system perekonomian terbuka. 

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 

makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan 

kebutuhan pokok non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata 



pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis 

kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin 

 Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk 

dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) 

diKabupaten Sekadau mencapai 12,69 ribu orang (6,26 

persen),bertambah jika dibandingkan dengankondisi 2020 yang 

sebesar 11,92 ribu orang (5,87 persen).•Garis kemiskinan pada tahun 

2020 sebesar Rp 339.456 perkapita/bulan selanjutnya naik menjadi 

Rp 351.726 perkapita/bulan pada tahun 2021.•Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) maupun Indeks KeparahanKemiskinan (P2) 

menunjukkan kenaikan pada periode 2020-2021.P1 pada tahun 2021 

(0,78) mengalami kenaikan dari tahun 2020(0,58). P2 juga mengalami 

kenaikan yaitu dari tahun 2020sebesar 0,10 menjadi 0,14 pada tahun 

2021 yang berartiketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin 

menjadi sedikit bertambah. 

Pada periode 2019 – 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Sekadau mengalami penurunan dan, pada Maret 2021 Kabupaten 

Sekadau mengalami kenaikan dan mencapai tingkat tertinggi selama 

empat tahun terakhir baik itu secara jumlah penduduk maupun 

secara persentase. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau 

pada Maret 2021 mencapai 12,69 ribu orangdengan presentase 6,26. 

Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan 

Maret 2020 yang sebesar 11,92 ribu orang dengan presentase 5,87 

Perkembangan tingkat kemiskinan Tahun 2019 sampai 

dengan Tahun 2021 ditunjukkan oleh Gambar berikut  : 

 



 

 

 

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat 

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar 

antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti 

pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti 

ketimpangan sempurna. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten 

Sekadau Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ditunjukkan oleh 

Gambar berikut  : 

 

12.28

11.92

12.69

2019 2020 2021

Jumlah  Penduduk Miskin

Jumlah  Penduduk
Miskin

6.11

5.87

6.26

2019 2020 2021

Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk
Miskin



 

Tabel 2.3.4.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
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Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung Meningkatkan perekonomian masyarakat 

mencapai 46 % dari target anggaran yang tersedia. 

Tabel 2.3.4.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan 

target Akhir RPJMD 

 

 

  



2.3.5. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 Meningkatkan Kesejahteraan 

Petani dan Buruh 

Salah satu indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar 

Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif 

petani. Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks 

harga yang diterima petani terhadap indek harga yang dibayar petani. 

NTP juga mengukur daya tukar produk pertanian terhadap barang 

dab jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Semakin tinggi 

NTP akan menunjukan semakin tinggai tingkat kesejahteraan petani.  

Capaian Misi 5 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan 

Meningkatkan Kesejahteraan petani dan buruh yang 

direpresentasikan melalui IKU Nilai Tukar Petani mencapai realisasi 

kinerja yang cukup baik yakni sebesar 102,87 persen dari target 

sebesar 101,2 dengan capaian 101.7%.  

Tabel 2.3.5.1 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

 

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 5  : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh 

1 Nilai Tukar Petani Nilai 101,2 102,87 101,7% 

            

Sasaran Strategis 27 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Buruh 

1 NTP Tanaman Pangan % 96,43 96,92 100,5% 

2 NTP Tanaman Hortikultura % 94,44 104,83 111,0% 

  NTP Perkebunan Rakyat % 108,17 114,66 106,0% 

3 NTP Peternakan % 97,19 97,55 100,4% 

4 NTP Perikanan % 94,87 98,22 103,5% 

            

Sasaran Strategis 28 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat 

1 Indeks Ketahanan Pangan Indeks 77 73,13 95,0% 

            

Tujuan 5  : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh 

2 Tingkat Pengangguran Terbuka Nilai 101,2 2,92 2,9% 

            

Sasaran Strategis 29 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 

1 Rasio Tenaga Kerja yang ditempatkan Rasio 26,18   0,0% 



 

Dari tabel diatas NTP Kabupaten Sekadau pada akhir tahun 

2020 menunjukan angka 102,87 yang menunjukan bahwa tingkat 

kesejahteraan nya berada diatas batas sejahtera (100). Demngan 

demikian NTP yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) pada 

tujuan 5 yakni meningkatkan kesejateraan petani dan buruh 

menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,7 persen. 

Capaian kinerja tersebut ditunjang oleh beberapa indikator  

sasaran yang terdiri dari 5 (lima) indikator yakni NTP Tanaman 

Pangan, NTP tanaman hortikultura, NTP Perkebunan Rakyat, NTP 

Peternakan dan NTP Perikanan dengan angka rata – rata di atas 100. 

Berdasarkan data yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Sekadau Tahun 2021-2026, kondisi awal tahun perencanaan sebesar 

95,63 persen. Pada tahun  pertama yaitu tahun 2021 Nilai Tukar 

Petani (NTP) terealisasi sebeesar 102,87, dengan demikian capaian 

kinerja NTP cukup baik.  

 Tabel 2.3.5.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

 

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung Meningkatkan kesejahteraan petani dan 



buruh  mencapai 99 % dari target anggaran yang tersedia dengan 

tingkat efisiensi sebesar 102,19 %. 

Tabel 2.3.5.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan 

target Akhir RPJMD 

 

 

2.3.6. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Melibatkan masyarakat dalam 

proses pembangunan daerah 

 

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar 

prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan 

sendiri kaderisasi. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa 

program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun bersama 

untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang 

tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek 

kehidupan. Prinsip keberlanjutan, memberi arah bahwa 

pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan 

bertahap dan terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Program 

yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya 



sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan 

menurut adanya kegiatan lanjutan. Prinsip keserasian, mengandung 

makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan 

keserasian antara kebutuhan terasa yang diyatakan oleh perorangan, 

lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian ini pun tercermin 

dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan 

pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya 

kebutuhan jasmani dan rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh 

aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin dalam 

kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan 

pemerintah. 

Tabel 2.3.6.1 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 6  : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah 

1 
Indeks desa membangun kategori desa mandiri Jumlah 

Desa 
Mandiri 

16 16 100% 

            

Sasaran Strategis 30 : Meningkatnya Jumlah Status Desa Mandiri di Kabupaten Sekadau 

1 Persentase desa mandiri % 18 18 100% 

            

Sasaran Strategis 31 : Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
daerah  

1 Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat % 70 60 86% 

            

Sasaran Strategis 32 : Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana dan kualitas 
pelayanan bencana kebakaran 

1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Indeks 100 100 100% 

2 
Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah 
layanan wilayah manjemen kebakaran( WMK) 

Menit 
31 

31 
100% 

 

Capaian Kinerja Tujuan startegis 6 yakni Melibatkan 

masyarakat dalam proses pembangunan daerah dengan Indikator 

Indeks desa membangun kategori desa mandiri Kabupaten Sekadau  

Tahun 2021 sebesar 100% atau berkinerja baik, pencapaian kinerja 



ini didapat dari target yang ditetapkan sebesar 16 desa mandiri  dan 

terealisasi sebesar 16 desa mandiri pada tahun 2021. 

Berdasarkan dari tiga indikator sasaran strategis pembentuk 

Indeks desa membangun kategori desa mandiri Kabupaten Sekadau 

seperti tabel di atas bahwa Persentase desa mandiri dengan capaian 

kinerja  sebesar 100%, Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat  

dengan capaian sebesar 86%, Cakupan Pelayanan Bencana 

Kebakaran Kabupaten dengan capaian kinerja  sebesar 100% serta 

Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah 

manjemen kebakaran( WMK) dengan capaian kinerja  sebesar 100% 

dan ini perlu terus ditingkatkan agar di tahun tahun mendatang 

semakin baik lagi. 

Langkah dan program Indeks Desa Membangun (IDM) 

Kabupaten Sekadau sebagai kategori desa Mandiri  yaitu :  

a. Meningkatnya Ketahanan ekonomi Masyarakat desa dengan 

program pengembangan Usaha ekonomi perdesaan;  

b. Meningkatnya ketahanan Sosial masyarakat desa dengan program 

peningkatan Keberdayaan masyarakat;  

c. Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa 

dengan program peningkatan Kualitas penyelenggaran 

Pemerintahan desa  

Strategi yang dilakukan dakam rangka pencegahan dan 

penanganan bencana antara lain : 

a. Melaksanakan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 

bencana lewat penyuluhan pencegahan bencana.  

b. Pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). 

Destana adalah sebuah konsep membangun komunitas sadar 

bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sekadau untuk mengurangi / mengantisipasi resiko dampak 

bencana. Dengan konsep ini telah mengurangi resiko bencana 

dan menggantikan posisi dari menanggulangi kedaruratan 

bencana.  



c. Terbentuknya tim-tim Relawan Peanggulangan Bencana di 

Kawasan Rawan Bencana.  

d. Melaksanakan kegiatan ATC 247 (Aksi Tanggap Cepat dalam 24 

jam selama 7 hari). ATC 247 merupakan kegiatan dalam kesiapan 

menanggulangi bencana dalam 24 jam selama 7 hari secara terus 

menerus.  

e. Pemerintah daerah telah membuat langkah-langkah preventif 

untuk menanggulangi terjadinya bencana antara lain :  

1. Perbaikan drainase tanah dengan menambah materi-materi 

yang bisa menyerap air dan memfungsikan sungai serta 

selokan sebagaimana mestinya. Sungai dan selokan adalah 

tempat aliran air, jangan sampai fungsinya berubah 

menjadi tempat sampah;  

2. Memperbanyak penghijauan yaitu dengan cara membuat 

hutan-hutan kota dan menanami hutan yang gundul 

(reboisasi), karena pohon adalah salah satu penopang 

kehidupan di suatu kota dan desa serta sebagai penyimpan 

cadangan air dan dapat mencegah tanah longsor (erosi);  

Tabel 2.3.6.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 
 

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung melibatkan masyarakat dalam proses 



pembangunan daerah  mencapai 90 % dari target anggaran yang 

tersedia dengan tingkat efisiensi sebesar 110,68 %. 

Tabel 2.3.6.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan 

target Akhir RPJMD 

 
 

2.3.7. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Memperkokoh kerukunan 

kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan 

karakteristik masyarakat 

 

Capaian Kinerja Tujuan 7 Memperkokoh kerukunan 

kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan 

karakteristik masyarakat dengan tiga Sasaran Strategis diukur 

dengan Indikator Kinerja Utama yaitu angka konflik sosial yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

  



Tabel 2.3.7.1 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 

 

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 7  : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan 
lokal dan karakteristik masyarakat 

1 
Konflik Sosial Jumlah 

Kejadian 
0 0 100,00% 

            

Sasaran Strategis 33 : Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat 
beragama 

1 Persentase konflik yang di tangani % 100   0,00% 

2 
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 
ketentraman, keindahan) 

% 
95 

  
0,00% 

            

Sasaran Strategis 34 : Meningkatnya Kesadaran terhadap kesatuan bangsa dan politik 

1 
Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan 
bangsa 

% 
75 

76 
101,33% 

2 Persentase masyarakat yang paham terhadap politik % 75 75 100,00% 

            

Sasaran Strategis 35 : Meningkatnya kelestarian budaya 

1 
Persentase budaya benda dan tak benda yang 
dilestarikan 

% 
53,13 

  
0,00% 

 

Dengan melihat potensi konflik dari tahun – tahun 

sebelumnya tidak ada peningkatan konfik yang terjadi selama 2 (dua) 

tahun terakhir, yaitu konflik sengketa batas Wilayah Kabupaten 

Sekadau dengan Desa Sunsong dikecamatan Sekadau Hulu dengan 

Kabupaten Sintang, namun di tahun 2018. Konflik dan masalah 

tersebut dapat terselesaikan dengan Surat Ketetapan Gubernur 

Kaimantan Barat dan Berita Acara Rapat Fasilitasi Penegasan Batas 

Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Dari tahun 2018 

sudah tidak ada konflik dan diharapkan sampai tahun berikutnya 

tidak ada lagi konflik di Kabupaten Sekadau. Surat Ketetapan 

Gubernur Kaimantan Barat dan Berita Acara Rapat Fasilitasi 

Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau 

Provinsi Kalimantan Barat dan hasil rapat tersebut bahwa Pemerintah 



Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menyatakan 

Sepakat. 

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini 

adalah sebagai berikut Adapun penyebab dan latar belakang 

permasalahan adalah masuknya perusahaan perkebunan di wilayah 

tersebut dan adanya Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 

SD Mini di Dusun Bukong baru Desa Sungsong Kecamatan Sekadau 

Hulu oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. 

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan 

kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Penegasan dari Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur 

tentang Batas Wilayah Kabupaten. 

2) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Adat Dayak, 

Melayu, Etnis Cina, Jawa merupakan Media yang sangat penting 

menjalin kerjasama dan kerukunan masyarakat. 

Dengan pembentukan Forum/kelembagaan dan kegiatan 

pembinaan dalam masyarakat diharapkan dapat memperkuat 

kelembagaan dalam mengantisipasi potensi konflik dan di dukung 

oleh Program kemitraan pengawasan kebangsaan, Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan Pemeliharaan kantrantibnas dan 

pencegahan tindak kriminal dan Program,kegiatan Bupati dan Wakil 

Bupati dalam menjalin kerukunan masyarakat melaksanakan 

kegiatan Safari pada hari Raya masing-masing umat. 

Diharapkan dengan capaian kinerja 100% dapat 

dipertahankan dengan Meningkatnya Kerukunan Masyarakat 

sehingga kerja sama dan kerukunan masyarakat dapat terjalin 

harmonis, melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan 

Adat Dayak, Melayu, Etnis Cina, Jawa merupakan Media yang sangat 

penting menjalin kerjasama dan kerukunan masyarakat. 



Strategi yang dilakukan agar tercipta ketertiban, ketentraman  

dan keindahan  adalah :  

f. Untuk menjaga rasa aman tetap terpelihara dengan baik, 

pemerintah Kabupaten Sekadau telah berkominten dengan 

masyarakat untuk menjaganya yaitu dengan meningkatkan dan 

mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 

menuju profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban sehingga tanggung jawab terhadap masing – 

masing urusan dapat terpantau, terukur, dan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan;  

g. Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin lewat program 

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan 

pengendalian keamanan lingkungan terlebih pada tempat tempat 

keramaian dikarenakan pada masa covid-19;  

h. Melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan 

potensi satuan linmas, kegiatan penyuluhan dan pembinaan 

sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan dan 

kegiatan pengamanan kepada masyarakat dikondisi pandemi 

covid 19;  

i. Melaksanakan program peningkatan penegakan peraturan 

daerah lewat kegiatan penegakan peraturan;  

  



Tabel 2.3.7.2 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang 

diserap guna mendukung melibatkan masyarakat dalam proses 

pembangunan daerah  mencapai 99 % dari target anggaran yang 

tersedia.  

  



Tabel 2.3.7.3 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target 

Akhir RPJMD 

 


